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f'Buktikan

PeduliLindungi tak
Langgar Privasi’

W  FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA—DPR meminta

" pemerintah membuktikan ban-

tahan tuduhan Kementerian
Luar Negeri Amerika Serikat soal
aplikasi PeduliLindungi yang
diduga melanggar privasi. Ketua
DPR Puan Maharani meminta
pemerintah bisa memberi bukti
konkret lewat metode paling mu-
dah dipahami masyarakat untuk
membantah tuduhan laporan
berjudul 2021 Country Reports
on Human Rights Practices itu.

“Kami berharap pemerintah
bisa memberikan bukti konkret
Jewat metode yang paling mudah
dipahami untuk memastikan la-
yanan‘PeduliLindungi tidak me-
langgar privasi dan aman di-
gunakan oleh masyarakat,” kata
Puan, Senin (18/4). .

Puan menilai, laporan dari
pihak Amerika Serikat telah
membuat kegelisahan di publik.
DPR mendorong perno_srlntah
mampu memberi per}Jelas‘an
‘yang komprehensif, sehingga in-
formasi tidak menjadi simpang

_siur. Menurut Ketua DPR, apli-

kasi PeduliLindungi telah mem-
beri banyak manfaat dalam pe-
nanganan pandemi Covid-19.

Meski begitu, tudingan AS -

yang menyoroti laporan dari se-
buah LSM soal pemerintah yang
mengawasi data pribadi masya-
rakat lewat PeduliLindungi tak
bisa diabaikan. 3 i
«Jangan sampai karena in-
formasi yang kurang valid, se-
mue jerih payah yang dilakukan
dalz » pexangzran Covid-19
aws bias,” ujarnya. A
merll;uan mengingatkan kewajib-

i DPR dan pemerintah diklaim temui titik
temu kelembagaan pengawas data pribadi.

an pemerintah untuk melindungi
data pribadi masyarakat. Oleh
karena itu, dia juga mendorong
pemerintah bersama-sama DPR
menuntaskan pembahasan RUU
Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Seandainya UU PDP sudah
disahkan, dan semua pengguna
data pribadi diawasi oleh otoritas
independen, bukan di bawah ke-
menterian, tentu tudingan pe-
langgaran privasi ini lebih mu-
dah dibuktikan, dan tidak telan-
jur menjadi polemik di masya-

, rakat,” kata Puan.

Anggota Komisi I DPR Mu-
hammad Farhan mengaku opti-
mistis Rancangan Undang-Un-
dang Perlindungan Data Pribadi
(RUU PDP) menemui titik te-
ngah antara Komisi I dan peme-
rintah. Yakni, terkait lembaga
perlindungan data pribadi yang
sebelumnya diperdebatkan.

“Dua-duanya ketemu di
tengah-lah, kan tidak mungkin
ngototan terus,” ujar Farhan
kepada wartawan, Senin (18/4).

Kendati demikian, ia belum .

dapat memastikan jadwal rapat

pembahasan RUU PDP antara -~

pemerintah dan Komisi I. Na-
mun, Farhan menjelaskan, su-
dhh ada komitmen dari komisi-
nya untuk menyelesaikan RUU
tersebut.“Jangan sampai udah
tiga tahun, Komisi I tidak punya
atau belum menghasilkan satu
pun produk legislasi. Masak pro-

" duknya ratifikasi mulu,” ujar

politikus Partai Nasdem itu.

Usut tuntas R

Terpisah, Koordinator Peng-
gerak Milcnial Indanesia (PMI),
M Adhiya Muzakxi, inendesak
pemerintah mengusut tuntas

pihak atau LSM yang memberi-
kan laporan kepada Amerika Se-
rikat (AS) soal tuduhan pelang-
garan HAM di aplikasi Peduli-
Lindungi. “Kemenkopolhukam,
Kemendagri, dan Kemenlu harus
mengusut tuntas LSM yang
memberikan laporan kepada AS
terkait laporan pelanggaran
HAM di aplikasi PeduliLindu-
ngi,” ujar Adhiya, Ahad (17/4). .

Adhiya juga meminta PPATK
membuka data dana aliran asing
yang masuk ke lembaga swadaya
masyarakat (LSM). “Hal ini ha-
rus segera ditindaklanjuti. Tidak
bisa dibiarkan begitu saja. Ka-

. rena sudah menyangkut jati diri

negara,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koor-
dinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan (Menko Polhu-
kam) Mahfud MD menyebut,
PeduliLindungi justru dibuat
untuk melindungi masyarakat.

“Kita membuat program Pe-
duliLindungi justru untuk me-
lindungi rakyat. Nyatanya kita
berhasil mengatasi Covid-19 lebih
baik dari Amerika Serikat (AS),”
kata Mahfud, Jumat (15/4).

Berdasarkan catatan Repu-
blika, kasus kebocoran data ke-
rap terjadi pada data pemerintah
dan korporasi di Indonesia. Data
publik tersebut kerap dijual di
forum darkweb. Misalnya, du-
gaan kebocoran data BPJS Kese-
hatan, data kependudukan dan
catatan sipil, hingga data Ke-
menterian Kesehatan terkait da-
ta pasien dari berbagai ramah
sakit. Namun, kasus-kasus terse- -
h!u.t hingga kini belum menemnui
titik terang penuntasannya.

M ronggo astungkoro ed: agus raharjo

f~=

Baca juga

di republika.id
Pindai QR Code ini



http://www.tcpdf.org

